ABSTRAK
Reni Trimelawati : Status Hukum Kepegawaian Tenaga Honorer Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bandung Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum

Pasca terbitnya Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, menjadi salah satu bentuk peniadaan peraturan yang membahas mengenai
tenaga honorer. Hal ini di tegaskan dalam peraturan peralihan yang terdapat di dalam
Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 136. Pasal tersebut menyatakan bahwa
sejak Undang — Undang ini berlaku maka Undang - Undang sebelumnya dinyatakan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi
dilapangan, khususnya di Kota Bandung. Tenaga honorer di Kota Bandung menurut
Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan BKPP Kota Bandung tercatat masih ada
8.853 tenaga honorer..

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis tentang
Bagaimana kondisi objektif tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Bandung. Disamping itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui status hukum
kepegawaian tenaga honorer, serta bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum
tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung pasca terbitnya
Undang — Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jika
Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum.

Kerangka konseptual ditujukan guna mengetahui dengan jelas mengenai dasar
keberadaan dari hukum kepegawaian yang berperan dalam penyelenggaraan
pemerintahan Indonesia. Peran dari penyelenggaraan pemerintahan melalui hukum
kepegawaian dapat diketahui melalui konsep manajemen kepegawaian yang
direncanakan oleh pemerintah.

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan
pendekatan deskriptif analitik dimana dengan metode ini penulis berusaha
mengungkapkan peraturan perundang — undangan yang berkaitan dengan teori — teori
hukum yang menjadi objek penelitian.

Pengadaan pegawai tidak tetap ini berjalan dikarenakan merujuk pada usulan
kebutuhan pegawai perangkat daerah, ketidakseimbangan jumlah rekrutmen PNS
dengan pensiun membuat pemerintah menggunakan kewenangan diskresi. Sedangkan
untuk status hukum kepegawaian tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Bandung Pasca terbitnya Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 yakni menjadi
PPPK yang mana berada dalam 2 ranah hukum yang berbeda, yaitu hukum
kepagawaian dan hukum ketenagakerjaan. Bentuk tanggung jawab dan perlindungan
hukum tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung pasca terbitnya
Undang — Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jika
dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum yakni dengan dibuatnya Peraturan
Walikota yang dijadikan sebagai salah satu payung hukum, agar para tenaga honorer
yang ada tetap bisa mendapatkan gaji yang layak dari APBD yang ada. Hal ini lebih
dikuatkan lagi dengan adanya Surat Tugas dari Kepala Dinas terkait.
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ABSTRACT

Reni Trimelawati: The Legal Status of Honorary Personnel in the Bandung City
Government is Linked to the Principle of Legal Certainty

After the issuance of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil
Apparatus, it became a form of eliminating regulations that discussed honorary
workers. This is confirmed in the transitional regulations contained in Law Number
5 of 2014 Article 136. The article states that since this Law has been in effect, the
previous Law has been declared revoked and declared invalid. This is contrary to
the conditions in the field, especially in the city of Bandung. According to the Head
of the Planning and Procurement Division of BKPP Bandung City, there are still
8,853 honorary workers in Bandung.

This writing is intended to find out and analyze how the objective conditions
of honorary workers in the Bandung City Government are. In addition, this study is
intended to determine the legal status of temporary staff, as well as the form of
responsibility and legal protection of temporary workers within the Bandung City
Government after the issuance of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil
Apparatus if it is associated with the principle of legal certainty.

The conceptual framework is aimed at knowing clearly the basic existence of the
civil service law that plays a role in the administration of Indonesian government.
The role of government administration through civil service law can be identified
through the concept of personnel management planned by the government.

The research was conducted using qualitative research methods, using a descriptive
analytic approach where with this method the author tries to reveal the laws and
regulations relating to legal theories that are the object of research.

The procurement of temporary employees is running because it refers to the
proposed needs of regional apparatus employees, the imbalance in the number of
civil servant recruitment with pensions makes the government use discretionary
authority. As for the legal status of temporary staff in the Bandung City
Government, after the issuance of Law No. 5 of 2014, it became a PPPK which was
in 2 different legal domains, namely civil service law and labor law. The form of
responsibility and legal protection for honorary staff within the Bandung City
Regional Government after the issuance of Law Number 5 of 2014 concerning State
Civil Apparatus if it is associated with the Principle of Legal Certainty, namely by
making a Mayor Regulation which is used as one of the legal umbrellas, so that
honorary workers those who are still able to get a decent salary from the existing
APBD. This is further strengthened by the existence of a Letter of Assignment from
the Head of the relevant Office.
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